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ABSTRAK

PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2021
Oleh:

Rachmad Wibisono; Didik Susetyo; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian fiskal,
ketergantungan fiskal dan efisiensi fiskal terhadap sisa lebih perhitungan anggaran
(SILPA) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini
menggunakan data panel yang terdiri dari data cross section yaitu data 17
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan data time series yaitu data
tahun 2013-2021. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda data panel
dengan menggunakan Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.009121
dan signifikan, ketergantungan fiskal berpengaruh positif dengan koefisien
sebesar 0.022796 dan signifikan, efisiensi fiskal berpengaruh negatif dengan
koefisien sebesar -0.012106 dan tidak signifikan terhadap sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-
2021.

Kata Kunci: Sisa Lebih Perhutungan Anggaran(SiLPA), Kemandirian Fiskal,
Ketergantungan Fiskal, Efisiensi Fiskal.
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ABSTRACT

INFLUENCE OF DAILY FINANCIAL INDICATORS ON BUDGET
OVERRUNNING (SiLPA) IN SOUTH SUMATERA PROVINCE
DISTRICT /CITY YEAR 2013-2021

By :
Rachmad Wibisono ; Didik Susetyo ; Siti Rohima

This study aims to determine the effect of fiscal independence, fiscal dependence
and fiscal efficiency on the remaining budget surplus (SiLPA) in the Regency /
City of South Sumatra Province. This study uses panel data consisting of cross
section data, namely data from 17 regencies / cities in South Sumatra Province
and time series data, namely data from 2013-2021. This study uses panel data
multiple linear regression using the Random Effect Model. The results of this
study indicate that fiscal independence has a positive effect with a coefficient of
0.009121 and is significant, fiscal dependence has a positive effect with a
coefficient of 0.022796 and is significant, fiscal efficiency has a negative effect
with a coefficient of -0.012106 and is not significant to the remaining budget
surplus (SiLPA) in the Regency / City in South Sumatra Province in 2013-2021.

Keywords: Residual Budget Surplus (SiLPA), Fiscal Independence, Fiscal
Dependency, Fiscal Efficiency.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan tata pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju
desentralisasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22
tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dilakukan sejak Januari 2001. Dalam
perkembanganya, kedua undang-undang tersebut disempurnakan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada saat ini telah disempurnakan kembali
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, menciptakan
otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal dimana daerah otonom
diberikan dan dilimpahkan wewenang oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan
sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dalam
penetapan prioritas pembangunan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut
yaitu perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, melalui keberadaan dua
undang-undang tersebut daerah memiliki wewenang untuk mengatur anggaran
keuangan dengan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam mengelola
keuangan daerah di era otonomi sekarang ini, menurut Mardiasmo (2002) bahwa
dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan

mengelola kekayaan atau sumber daya daerah dengan efisien dan efektif sehingga



dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat di
daerahnya. Sedangkan, Halim (2002) memberikan pengertian pengelolaan laporan
keuangan daerah dengan lebih sederhana yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan definisi ini, pengelolaan laporan
keuangan daerah pada dasarnya adalah aktivitas pengelolaan laporan keuangan
oleh pemerintah daerah terkait dengan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah. Peraturan ini juga menyatakan bahwa keuangan daerah harus
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pada setiap akhir tahun anggaran
pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

APBD ialah instrumen yang paling utama bagi pemerintah daerah,
anggaran ini dapat membantu mengambil keputusan dan perencanaan
pembangunan, sebagai sumber peningkatan standar penilaian Kkinerja, media
pembantu peningkatan motivasi para pegawai, mengatur pengeluaran di masa
yang akan datang, penghubung seluruh aktivitas dari berbagai unit kerja, dan
sebagai cara menentukan besar pendapatan dan pengeluaran (Mardiasmo, 2012).

Oleh karena itu idealnya di dalam APBD harus mencerminkan kebutuhan



masyarakat atau kepentingan publik dengan berbagai potensi dan sumber daya riil
yang dimiliki daerah serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Berdasarkan tahun ke tahun penetapan alokasi APBD mengalami
peningkatan. Seiring dengan peningkatan tersebut diasumsikan terjadi
peningkatan pula pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, jika dalam proses
pelanggaran dan pelaksanaan APBD tidak berjalan baik dengan kata lain alokasi
APBD yang dianggarkan tidak diiringi dengan serapan yang optimal maka
kesejahteraan masyarakat pun sulit tercapai. Kondisi APBD di Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat baik dari sisi pendapatan
maupun sisi belanja namun realisasi dari pelaksanaan alokasi tersebut terjadi
ketidaksesuaian yaitu pada pos realisasi pendapatan melebihi estimasi anggaran
dan pada pos realisasi belanja kurang dari alokasi anggaran. Kemunculan
ketidaksesuaian tersebut berimbas pada beberapa program pemerintah tidak
berjalan dengan optimal yang pada akhirnya terakumulasi menjadi SiLPA. SiLPA
adalah sisa anggaran yang terjadi selama proses penatausahaan keuangan baik dari
sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Prediksi SiLPA dapat diperkirakan
di akhir tahun anggaran, namun baru ditetapkan setelah laporan keuangan
pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga nilai
final SiLPA baru dapat diakomodir dalam perubahan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 bahwa SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki SiLPA walaupun

dalam anggarannya telah ditetapkan. Bila dalam realisasi anggaran SiLPAnya



Surplus berarti realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah,
sedangkan bila dalam realisasi anggaran SiLPAnya defisit berarti pendapatan
daerah lebih kecil dari belanja daerahnya walaupun dalam pelaksanaannya defisit
dalam realisasi anggaran belum tentu terjadi. Bila itu terjadi berarti pemerintah
memerlukan penerimaan sebesar defisit kemudian sisa lebih pembiayaannya
diperkirakan ialah nol.

Menurut pasal 137 penerimaan pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya
dapat digunakan:
. Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
. Untuk membiayai tanggungan lainnya yang sampai akhir tahun belum
diselesaikan.
. Untuk menutupi kekurangan anggaran apabila belanja lebih besar daripada

pendapatan.



Grafik 1.1

Perkembangan SiLPA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 dalam

Satuan Miliar Rupiah
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Berdasarkan Grafik 1.1, perkembangan SilPA di Provinsi Sumatera
Selatan kondisinya selalu berfluktuatif atau tidak stabil, dimana keadaan ini
tergantung pada penerimaan dan pengeluaran suatu daerah tersebut. Dilihat dari
grafik di atas bahwa SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai Rp
149 miliar dan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 31 miliar.
Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurang cermatan dalam penganggaran atau
kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga rasio SiLPA terhadap belanja

menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.



Tabel 1.1

Perkembangan SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-

2021 dalam Satuan Miliar Rupiah

SiLPA
KAB/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kab. Lahat 75.902 139.284 86.469 3.086 1.942 82.39 61.009 58.216 370.793
Kab. Musi Banyuasin 54.785 79.756 30.397 359.342 24.126 69.964 41377 52.754 271735
Kab. Musi Rawas 52.582 58.379 9.848 9.939 47.257 4,208 30.397 26.07 134.286
Kab. Muara Enim 58.217 137.406 41377 24,044 125.172 91.223 82901 72.018 572481
Kab. Ogan Komering llir ~ 22.987 70.035 9.036 7.971 14.772 35.55 30.863 36.012 165.58
Kab. Ogan Komering

Ulu 84.782 108.844 60.834 88.621 94.775 55.195 77.335 64.012 42.207
Kota Palembang 76.983 142.596. 92.711 61.009 97.731 19.604 51.773 57.025 156.359
Kota Prabumulih 30.267 78.162 1.548 4.797 28.29 29.619 14.885 11.893 106.587
Kota Pagar Alam 23.895 49.773 11.765 8.77 6.251 113.845 34971 30.782 111.78
Kota Lubuk Linggau 32.901 21.266 3.808 2.76 1.694 63.903 23.538 26.953 67.483
Kab. Banyuasin 64.89 80.459 61.303 81.912 73.079 72419 90.143 35.218 28.352
Kab. Ogan llir 27.199 19.017 35.812 23.529 30.894 42,95 53.846 60.121 138.324
Kab. OKU Timur 25.016 38.324 1.461 1.041 17.809 12.249 19.327 31.089 42.207
Kab. OKU Selatan 77.329 155.557 64.053 6.964 25.48 17.615 23.008 25.097 76.374
Kab. Empat Lawang 32.908 37.991 955 11.592 16.329 10.533 12.893 18.647 7.251
Kab. Penukal Abab

Lematang llir 28.901 14.424 2.429 3.573 31.731 1.7 7.129 14.302 234.615
Kab. Musi Rawas Utara 47.234 68.482 11.487 102.215 54.417 43,585 55.007 44.892 116.984

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan SilPA di Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Selatan kondisinya mengalami peningkatan dan juga penurunan setiap
tahunnya, keadaan ini tergantung pada selisin lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Bila dilihat dari tabel
tersebut pada tahun 2013 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering
Ulu sebesar Rp 84 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Ogan Komering

Ilir sebesar Rp 22 miliar. Pada tahun 2014 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten



OKU Selatan sebesar Rp 155 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 14 miliar. Pada tahun 2015 SiLPA
tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar Rp 92 miliar dan yang terendah terjadi
di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 955 juta. Pada tahun 2016 SiLPA
tertinggi terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp 359 miliar dan yang
terendah terjadi di Kabupaten OKU Timur sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun 2017
SILPA tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 125 miliar dan yang
terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar Rp 1,6 miliar. Pada tahun 2018
SILPA tertinggi terjadi di Kota Pagar Alam sebesar Rp 113 miliar dan yang
terendah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 1,7 miliar.
Pada tahun 2019 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 90
miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
sebesar Rp 7 miliar. Pada tahun 2020 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan
Komering Ulu sebesar Rp 64 miliar dan yang terendah terjadi di Kota Prabumulih
sebesar Rp 11 miliar. Pada tahun 2021 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Lahat
sebesar Rp 370 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Empat Lawang
sebesar Rp 7 miliar. SiLPA yang semakin besar menunjukkan perencanaan yang

kurang baik atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.



Tabel 1.2

Rasio Kemandirian Fiskal, Ketergantungan dan Efisiensi di Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dalam Satuan Persen

KAB/KOTA Kemandirian Fiskal Ketergantungan Efisiensi
Kab. Lahat 10.9 323 90.5
Kab. Musi Banyuasin 6.1 59.3 111.9
Kab. Musi Rawas 12.9 57.9 106.8
Kab. Muara Enim 9.4 43.0 99.2
Kab. Ogan Komering llir 11.4 48.8 94.6
Kab. Ogan Komering Ulu 8.9 40.7 95.2
Kota Palembang 47.5 53.1 96.0
Kota Prabumulih 9.2 35.6 105.9
Kota Pagar Alam 2.3 7.1 98.2
Kota Lubuk Linggau 7.4 21.1 97.6
Kab. Banyuasin 8.1 20.7 104.5
Kab. Ogan llir 5.4 31.7 92.5
Kab. OKU Timur 6.4 26.1 95.8
Kab. OKU Selatan 4.3 33.0 98.0
Kab. Empat Lawang 5.1 23.7 104.7
Kab. Penukal Abab Lematang llir 2.9 5.8 96.8
Kab. Musi Rawas Utara 4.0 21.8 89.1

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, rasio kemandirian fiskal tahun 2014 terdapat 1
daerah yang memiliki kriteria rendah yaitu pada Kota Palembang dan 16 daerah
lainnya memiliki kriteria sangat rendah dimana semakin tinggi angka kemandirian
ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan
daerahnya. Pada rasio ketergantungan terdapat 2 daerah yang memiliki kriteria
sangat rendah yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten PALI. Ada 5 daerah yang
memiliki kriteria sedang yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin,

Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas



Utara. Ada 4 daerah yang memiliki kriteria cukup yaitu Kabupaten Lahat, Kota
Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Selatan. Ada 3 daerah
yang memiliki kriteria tinggi yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan
Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada 3 daerah yang memiliki
Kriteria sangat tinggi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas
dan Kota Palembang dimana semakin tinggi angka rasio ketergantungan ini
menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi angka ketergantungan daerahnya.
Pada rasio efisiensi terdapat 5 daerah yang memiliki kriteria tidak efisien yaitu
Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Prabumulih,
Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang. Ada 11 daerah yang
memiliki kriteria kurang efisien yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota
Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan llir,
Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten PALI. Ada 1
daerah yang memiliki kriteria cukup efisien yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara

dimana semakin kecil angka efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan bahwa
beberapa faktor keberadaan SiLPA diduga karena terjadinya kelebihan
pendapatan yang tidak terhitung pada realisasi anggaran dan rendahnya realisasi
belanja pemerintah daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa
faktor yang terindikasi terlibat dalam pembentukan SiLPA adalah adanya
penghematan belanja karena program pemerintah yang tidak terlaksana yang

menyebabkan tidak terserapnya anggaran pemerintah. Selain itu keberadaan



SILPA juga menjadi dilema bagi pengelolaan keuangan daerah karena besarnya
SILPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Oleh karena itu,
SILPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SIiLPA merupakan dana
menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan

memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh
indikator keuangan daerah terhadap SIiLPA di Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan periode 2013 - 20217

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator keuangan daerah
terhadap SILPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 —

2021.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian
mengenai pengelolaan keuangan daerah khususnya sisa lebih perhitungan

anggaran.
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2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberi penjelas mengenai faktor
terjadinya SILPA sehingga dapat menjadi masukan bagi kegiatan pengelolaan

keuangan daerah yang optimal.
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